
Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang 
Pernbentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam 
Lingkungan Propinsi Jawa Tengah; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dirnaksud pada huruf a dan huruf b, perlu 
menerbitkan Peraturan Bupati tentang Perubahan 
Keenam At.as Peraturan Bupati Purworejo Nomor 51 
Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Alokasi 
Dana Desa; 

b, bahwa dalam pelaksanannya, terdapat beberapa 
ketentuan dalam Peraturan Bupati sebagaimana 
dimaksud pada huruf a yang tidak sesuai dengan 
perkembangan keadaan dan kebutuhan, sehingga 
Peraturan Bupati tersebut perlu diubah; 

Menimbang : a. bahwa untuk memberikan pedoman dalam 
pengelolaan Alokasi Dana Desa, telah diterbitkan 
Peraturan Bupati Purworejo Nomor 51 Tahun 2011 
tentang Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Desa 
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir 
dengan Peraturan Bupati Purworejo Nomor 108.2 
Tahun 2013 tentang Perubahan Kelima At.as 
Peraturan Bupat:i Purworejo Nomor 51 Tahun 2011 
tentang Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Desa; 

BUPATI PURWOREJO, 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

PERUBAHAN KEENAM ATAS PERATURAN BUPATI PURWOREJO 
NOMOR 51 TAHUN 201 l TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN 

ALOKASI DANA DESA 

TENTANG 

PERATURAN BUPATI PURWOREJO 
NOMOR: 8TAllUN2014 

BUPATI PURWOREJO 

[SALINAN] 



2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 
Keua.ngan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan 
Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 

3. Undang-Undang Nomor I Tahun 2004 tentang 
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran 
Negara Rcpublik Indonesia Nomor 4355); 

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), 
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 
Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 
Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4844); 

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 teruang 
Perimbangan Kcuangan antara Pemerintah Pusat dan 
Pemerintahan Dacrah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438 ); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Kcuangan Oaerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, 
Tambahan Lcmbaran Negara Rcpublik Indonesia 
Nomor 4578); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang 
Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4588); 

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 
2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, 
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir 
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 
Tahun 2011; 

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 
2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa; 

10. Peraturan Daerah Kabupaten Pwworcjo Nomor 2 
Tahun 2006 tentang Pedoman Penyusunan Organisasi 
dan Tata Kerja Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah 
Kabupaten Purworejo Tahun 2006 Nomor 2 ); 

11. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 3 
Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan 
Keuangan Daerah (Lcmbaran Daerah Kabupaten 
Purworejo Tahun 2007 Nomor 3); 



Bebcrapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Purworejo Nomor 51 
Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Desa, 
sebagaimana telah cliubah beberapa kali, tcrakhir dengan Peraturan 
Bupati Purworejo Nomor 108.2 Tahun 2013 tentang Perubahan Kelima 
Atas Pcraturan Bupati Purworcjo Nomor 51 Tahun 2011 tcntang 
Pedoman Pcngelolaan Alokasi Dana Desa diubah scbagai bcrikut : 

Pasal 

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEENAM 
ATAS PERATURAN BUPATI PURWOREJO NOMOR 51 
TAHUN 2011 TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN 
ALOKASI DANA DESA. 

MEMUTUSKAN : 

12. Pcraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 4 
Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah 
Kabupaten Purworejo (Lembaran Daerah Kabupaten 
Purworejo Tahun 2008 Nomor 4); 

13. Peraturan Daerah Kabupalcn Purworcjo Nomor 5 
Tahun 2010 lcntang Sumber Pcndapatan Desa 
(Lembaran Dacrah Kabupatcn Purworejo Tahun 2009 
Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
Dacrah Kabupaten Purworejo Nomor 13 Tahun 2012 
tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten 
Purworejo Nomor 5 Tahun 2010 tentang Sumber 
Pendapatan Desa (lembaran Daerah Kabupaten 
Purworejo Tahun 2012 Nomor 12); 

14. Peraturan Daerah Kabupaten Purworcjo Nomor 13 
Tahun 2011 tentang Alokasi Dana Desa (Lembaran 
Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2011 Nomor 13); 

15. Peraturan Bupati Purworejo Nomor 46 Tahun 2011 
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa 
scbagaimana telah diubah dengan Praturan Bupati 
Nomor 50.1 Tahun 2012 Tentang Perubahan Atas 
Peraturan Bupati Nomor 46 Tahun 2011 Tentang 
Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa; 

16. Peraturan Bupati Purworejo Nomor 51 Tahun 201 I 
tentang Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Oesa, 
sebagaimana telah diubah bebcrapa kali, terakhir 
dcngan Pcraturan Bupati Purworejo Nomor 108.2 
Tahun 2013 tentang Perubahan Kclima Atas Pcraturan 
Bupali Purworejo Nomor 51 Tahun 2011 tentang 
Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Desa; 



BERITA DAERAH KABUPATEN PURWOREJO 
TAHUN 2014 NOMOR 8 SERIE NOMOR 7 

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PURWOREJO 
TTD 

TRIHANDOYO 

Diundangkan di Purworejo 
pada tanggal 14 Maret 2014 

MAHSUNZAm 

Ditctapkan di Purworejo 
pada tanggal 14 Maret 2014 

BUPATI PURWOREJO, 

ITO 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 
Peraturan Bupati ini dcngan penempatannya dalarn Berita Daerah 
Kabupaten Purworejo 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Pasal 11 

(3) Bagi ADD yang tidak dapat disalurkan sampai dengan akhir 
Tahun Anggaran, maka persyaratan pencairan ADD berikutnya 
dapat menggunakan salinan bukti surat pertanggungjawaban 
ADD sebelumnya yang telah dipertanggungjawabkan dan 
clilengkapi dengan Surat Pernyataan Kepala Desa yang 
menyatakan bahwa ADD sebelumnya belum/tidak terealisasi." 

(2) Apabila ADD tidak dapat disalurkan sampai dengan akhir tahun 
anggaran berkenaan bukan karena kesalahan/ kelalaian dari 
Pemerintah Desa yang bersangkutan, maka penyaluran ADD 
dapat clilaksanakan pada Tahun Anggaran berilrutnya, dengan 
mekanisme sesuai ketentuan yang berlaku. 

()) Apabila ADD tidak dapat disalurkan sampai dengan akhir tahun 
anggaran berkenaan dikarenakan kesalahan/ kelalaian dari 
Pemerintah Desa yang bersangkutan, maka ADD tidak dapat 
dicairkan pada tahun anggaran selanjutnya. 

I. Ketentuan Pasal 26 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut : 

"Pasal 26 

 


